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ABSTRAK

ip merupakan bagian penting dalam administrasi publik karer}a
2121%'2§;T& da;?ux:mentas[i’, akuntabii;litas, dan ef_isiensi kerja lembaga. Salal;(satg arsip
yang memiliki nilai penting adalah Surat Pem!tah Tugas (SPT) Ta(rinu un.Julng::
Kerja, yang berfungsi sebagai bukti pertanggung]a.waban penggunaan dana perjala
dinas. Oleh karena itu, pengarsipan SPT yang baik sangat krus_la'l untuk .mendukung
transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Penellltlan ini bertujuan untuk
mengetahui efektivitas pengelolaan arsip Surat Penntah. T.ugas (SPT) Tamu
Kunjungan Kerja di Bagian Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studli kasug
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentgsn. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan arsip SPT di Bagian Humas masih belum
efektif. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi kurangnya sumber daya
manusia yang kompeten di bidang kearsipan, tidak optimalnya penerapan §tandar
operasional prosedur (SOP), serta keterbatasan sarana dan prasarana seperti ruang
penyimpanan dan belum diterapkannya sistem digitalisasi arsip. Akibatnya, arsip
sering tertumpuk, tidak terklasifikasi dengan baik, dan menyulitkan proses pencarian
kembali dokumen. Hal ini berdampak pada ketidakakuratan data serta menghambat
akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Oleh karena itu,
perlu adanya peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan kearsipan, penerapan SOP
yang konsisten, serta modernisasi sistem pengarsipan berbasis teknologi informasi
untuk mendukung pengelolaan arsip yang efisien dan efektif. Penelitian ini diharapkan
dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi instansi terkait dalam

memperbaiki sistem pengarsipan di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera
Selatan.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Arsip,

Surat Perintah Tugas (SPT), Humas
DPRD, Kunjungan Kerja.
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ABSTRACT

Records management is an essential aspect of public administration because it
involves documentation, accountability, and institutional work efficiency. One of the
crucial documents is the Work Assignment Letter (Surat Perintah Tugas/SPT) for
official visit guests, which serves as evidence of the accountability for official travel
expenditures. Therefore, effective archiving of SPT documents is critical to .s'upp{)rf
transparency and accountability in government operations. This study aims to examine
the effectiveness of SPT records management in the Public Relations Division of the
Regional House of Representatives (DPRD) Secretariat of South Sumatra Province.
This research uses a qualitative method with a case study approach. Data were
collected through observation, interviews, and documentation. The results show that
the management of SPT archives in the Public Relations Division is still ineffective.
The main problems identified include a lack of qualified human resources in archival
work, suboptimal implementation of standard operating procedures (SOP), and
limited facilities and infrastructure, such as insufficient storage space and the absence
of a digital archiving system. Consequently, documents are ofien piled up, poorly
classified, and difficult to retrieve, which affects the accuracy of data and hampers
accountability and transparency in administrative activities. To address these issues,
it is necessary to enhance staff competence through archival training, consistently
apply SOPs, and modernize the archiving system using information technology. This
research is expected to serve as an evaluation and provide input for improving the
records management system within the DPRD Secretariat of South Sumatra Province.

Keywords: Effectiveness, Records Management, Work Assignment Letter, DPRD
Public Relations, Official Visit.
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Salah satu aspek krusial dalam administrasi publik adalah pengelolaan arsip.

Arsip merupakan rekaman informasi yang dibuat oleh organisasi atau individu saat
melaksanakan kegiatannya. Arsip disimpan untuk tujuan administrasi, hukum, dan
sejarah. Pengelolaan arsip di Indonesia berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pada Pasal 1 Ayat 2
dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa:

“Arsip adalah rekaman kegitan atau peristiwa dalam berbagai

bentuk dan sebuah media sesuai dengan sebuah perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dibuat dan diterima

oleh suatu lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga

pendidikan, perusahaan, organisasi politik, suatu organisasi

kemasyarakatan, dan juga perseorangan dalam pelaksanaan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara.”

Undang-undang ini menekankan pentingnya pengelolaan arsip untuk
mendukung pelayanan publik dan akuntabilitas. Kearsipan yang baik dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2019). Arsip tidak hanya
dapat digunakan sebagai bukti tindakan dan keputusan yang dibuat, tetapi juga dapat
digunakan sebagai sumber informasi untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan.

Pengelolaan arsip sangat penting, baik di sektor publik maupun swasta. Di
sektor publik, pengelolaan arsip salah satu komponen penting terutama dalam
administrasi pemerintahan, yang mendukung kelancaran jalannya organisasi dan
kegiatan birokrasi. Pengelolaan arsip yang baik tidak hanya berpengaruh pada efisiensi

kerja, tetapi juga padatransparansi dan akuntabilitas lembaga. Tidak hanya berfungsi



sebagai penyimpanan dokumen, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga
administrasi agar berjalan lancar, mempertahankan rekaman historis, dan
memudahkan pengambilan keputusan serta memastikan bahwa informasi dapat
diakses dengan cepat dan akurat, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pemerintahan, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah.

Efektivitas adalah ukuran sejauh mana suatu tindakan, sistem, atau proses
dapat mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan cara yang tepat dan sesuai
dengan harapan. Efektivitas dalam pengelolaan arsip merujuk pada sejauh mana
sistem dan prosedur yang diterapkan dalam pengarsipan mampu mencapai tujuan
yang diinginkan dengan cara yang efisien dan optimal. Pengelolaan arsip yang efektif
harus mampu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menemukan dokumen,
meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan arsip, serta memastikan keamanan dan
integritas arsip tetap terjaga. Selain itu, efektivitas pengelolaan arsip juga berkaitan
dengan sejauh mana teknologi dan sistem informasi diterapkan dalam mendukung
pengelolaan arsip secara lebih modern dan efisien. Jika pengelolaan arsip dilakukan
secara efektif, maka proses administrasi dan pengambilan keputusan dalam organisasi
akan lebih lancar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, jika
pengelolaan arsip tidak efektif, dapat timbul berbagai masalah, seperti kesulitan dalam
menemukan dokumen yang dibutuhkan, keterlambatan dalam proses administrasi, dan
potensi kehilangan arsip yang vital.

Pengelolaan arsip yang efektif merupakan salah satu pilar penting dalam
administrasi publik, terutama di lembaga pemerintahan seperti Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD). Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah DPRD



Provinsi Sumatera Selatan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi
Sumatera Selatan merupakan lembaga legislatif daerah yang menjadi bagian dari
penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi. Dalam pelaksanaan tugas dan
wewenangnya, DPRD didukung oleh sistem administrasi yang efisien. Untuk
mendukung kinerjanya, DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD yang berfungsi sebagai
unit administratif dengan peran strategis dalam menunjang kelancaran pelaksanaan
fungsi legislatif DPRD.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari empat bagian utama,
yaitu Bagian Umum, Bagian Persidangan dan Legislasi, Bagian Keuangan, serta
Bagian Humas dan Protokol. Khusus untuk Bagian Humas dan Protokol, bagian ini
memiliki tanggung jawab dalam memberikan dukungan administratif kepada Anggota
DPRD, khususnya dalam hal kegiatan kehumasan dan keprotokolan, pengelolaan
dokumentasi serta perpustakaan, dan juga berperan sebagai wadah untuk menerima
serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Bagian Humas di DPRD Provinsi
Sumatera Selatan memegang peranan penting dalam menjalin dan mengelola arus
informasi serta komunikasi antara DPRD dengan masyarakat. Humas bertanggung
jawab untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan, kebijakan, dan keputusan
yang diambil oleh DPRD kepada publik. Selain itu, Humas juga berfungsi sebagai
jembatan antara masyarakat dan DPRD, menerima masukan dan aspirasi dari
masyarakat untuk disampaikan kepada anggota DPRD. Bagian Humas dan Protokol
juga melaksanakan penerimaan dan pelayanan terhadap tamu-tamu DPRD yang
melakukan kunjungan kerja baik untuk Konsultasi, Koordinasi, maupun Study
Banding di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Tugas ini dilakukan oleh Sub Bagian

Protokol dan Hubungan Antar Lembaga (H.A.L) yang bertugas dalam penyiapan



kebutuhan akan akomodasi dan pelayanan Kunjungan Kerja dari tamu baik dari dalam
maupun luar daerah. Kegiatan Kunjungan Kerja ini juga merupakan bagian dari
Humas yang menjembatani hubungan antara DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan
pihak luar. Kegiatan Kunjungan Kerja di DPRD Provinsi Sumatera Selatan,
memerlukan dokumen pendukung salah satunya Surat Perintah Tugas (SPT). Surat
Perintah Tugas (SPT) tersebut merupakan dokumen yang digunakan sebagai bukti sah
untuk melaksanakan Kunjungan Kerja, yang juga mencatat informasi terkait jadwal,
tujuan, dankeperluan kunjungan yang dilakukan oleh tamu baik pegawai atau anggota
DPRD yang melakukan Kunjungan Kerja. Untuk melaksanakan tugasnya secara
efektif, Bagian Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan perlu
mengembangkan sistem informasi yang terstruktur dengan baik, termasuk di
dalamnya pengelolaan arsip yang efisien dan optimal.

Pengelolaan arsip yang efektif di Humas dapat membantu dalam
mendokumentasikan kegiatan dan komunikasi yang dilakukan, sehingga informasi
dapat diakses dengan mudah ketika dibutuhkan. Aspek ini menjadi salah satu kunci
penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang jujur dan akuntabel.
Salah satu dokumen penting yang dikelola oleh Humas Sekretariat DPRD Provinsi
Sumsel adalah Surat Perintah Tugas (SPT) dari Tamu Kunjungan Kerja. Di sinilah
pentingnya pengarsipan yang efektif untuk memastikan bahwa setiap dokumen yang
dihasilkan terkait dengan kegiatan Kunjungan Kerja Tamu ini dapat diakses dengan
mudah ketika dibutuhkan.

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah efektivitas pengelolaan arsip di
bagian Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam

pengarsipan Surat Perintah Tugas (SPT) Tamu Kunjungan Kerja. Di mana, penelitian



ini hanya membahas Surat Perintah Tugas (SPT) yang diterima dari Tamu Kunjungan
Kerja yang datang ke DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Surat Perintah Tugas (SPT)
yang dikeluarkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan atau instansi lain tidak
menjadi objek penelitian.

Surat Perintah Tugas (SPT) Tamu Kunjungan Kerja memiliki peran penting.
Dokumen ini merupakan instruksi resmi yang diberikan kepada pegawai untuk
menjalankan tugas tertentu, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan Kunjungan
Kerja yang melibatkan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar daerah. Surat
Perintah Tugas (SPT) Tamu Kunjungan Kerja mencatat segala bentuk tugas yang
diberikan kepada anggota DPRD atau staf yang berkunjung dalam rangka pelaksanaan
kegiatan. Selain sebagai salah satu syarat untuk melakukan kunjungan kerja, Surat
Perintah Tugas (SPT) Tamu Kunjungan Kerja juga menjadi salah satu dokumen yang
menjadi bukti pertanggungjawaban atas dana perjalanan dinas yang telah digunakan.
Biaya perjalanan dinas tersebut wajib dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) sebagai wujud akuntabilitas atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), yang sebagian dialokasikan untuk perjalanan dinas pada tiap
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap tahun anggaran. BPK akan memeriksa
rincian daftar pejabat atau staf di setiap OPD yang melakukan perjalanan dinas, apakah
memang benar hadir dalam kegiatan perjalanan dinas tersebut. Dalam rangka
pemeriksaan tersebut, BPK akan mengecek kehadiran pejabat atau staf OPD tersebut
ke tempat tujuan di mana mereka melakukan perjalanan dinas baik dalam rangka
kunjungan kerja, konsultasi, study banding, pelatihan dan sebagainya. Maka, salah
satu dokumen pendukung sebagai bukti pertanggungjawaban atas perjalanan dinas

tersebut adalah Surat Perintah Tugas (SPT) Tamu Kunjungan Kerja.



Gambar 1.1. Contoh Surat Perintah Tugas (SPT) Tamu Kunjungan Kerja di
DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dari Dalam Provinsi
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Sumber: Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Gambar diatas merupakan contoh Surat Perintah Tugas (SPT) Tamu
Kunjungan Kerja yang berasal dari dalam provinsi. Surat Perintah Tugas (SPT) Tamu
Kunjungan Kerja tersebut dibawa pada saat melakukan Kunjungan Kerja dan
diserahkan ke instansi tujuan Kunjungan Kerja sebagai persyaratan untuk melakukan
Kunjungan Kerja, untuk kemudian akan di arsipkan oleh pegawai di instansi tersebut
sebagai bukti pelaksanaan Kunjungan Kerja. Oleh sebab itu, proses pengarsipan Surat
Perintah Tugas (SPT) Tamu Kunjungan Kerja yang baik sangat penting untuk
memastikan bahwa informasi dapat diakses dengan cepat dan akurat.

Pengarsipan Surat Perintah Tugas (SPT) Tamu Kunjungan Kerja di Sekretariat



DPRD Provinsi Sumatera Selatan juga menjadi penting karena berkaitan dengan
akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas. Kunjungan Kerja biasanya
melibatkan berbagai elemen, termasuk masyarakat, media, serta sejumlah lembaga,
sehingga diperlukan pengelolaan arsip yang sistematis guna mendukung kelancaran
dan kecepatan dalam proses komunikasi. Namun, terdapat beberapa kendala dalam
pengelolaan arsip Surat Perintah Tugas (SPT) Tamu Kunjungan Kerja di Bagian

Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 1.2. Susunan Arsip Surat Perintah Tugas (SPT) di Lemari Arsip Dari
Tahun 2021-2024 yang Disimpan di Ruang PPID Bagian Humas Sekretariat

DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis (2025) di Bagian Humas dan Protokol

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan



Gambar 1.3. Kondisi Tumpukkan Arsip Surat Perintah Tugas (SPT) Dibawah
Meja Kerja di Ruang PPID Bagian Humas Sekretariat DPRD Provinsi

Sumatera Selatan

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis (2025) di Bagian Humas dan Protokol

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat tumpukan arsip Surat Perintah Tugas
(SPT) Tamu Kunjungan Kerja yang sudah penuh dan ditaruh di atas lemari arsip dan
juga di bawah meja kerja di ruang PPID Bagian Humas Sekretariat DPRD Provinsi
Sumatera Selatan. Pengelolaan arsip ini tidak sesuai dengan pengelolaan arsip yang
efektif sebagaimana mestinya, terlihat dari arsip yang tidak tersusun secara teratur,
arsip tercampur dengan berbagai jenis dokumen lain, arsip diletakkan di bawah meja
kerja yang mudah dijangkau dan rawan kerusakan akibat debu, air, atau serangga serta
arsip tidak ditempatkan di ruang penyimpanan arsip yang ideal dan aman. Dampak dari
pengelolaan arsip tidak efektif ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menemukan

arsip yang dibutuhkan karena tidak terstruktur. Arsip yang tidak terorganisir dengan



baik juga memiliki risiko yang lebih tinggi untuk hilang atau rusak karena terpapar
debu, air, atau serangga sehingga rentan terhadap kerusakan. Juga menyebabkan
inefisiensi waktu kerja yang terbuang karena kesulitan menemukan arsip atau untuk
mencari arsip yang hilang atau rusak.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azellia, A. A &
Fenando (2023) yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi Manajemen Arsip
Berbasis Web Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan” ditemukan bahwa,
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan mengalami permasalahan dalam
pengelolaan arsip, yang menyebabkan kesulitan dalam menemukan berkas yang
diperlukan saat dibutuhkan. Pengelolaan arsip di Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel
masih sering terabaikan dan belum efisien karena sistem pengarsipan masih
menggunakan catatan manual yang dapat menyebabkan masalah seperti kerusakan
atau kehilangan data. Pengelolaan yang dilakukan dengan cara seperti ini
menunjukkan kurangnya ketelitian dalam menyusun dokumen sesuai Klasifikasi dan
lokasi penyimpanan berdasarkan jenis serta urgensinya. Akibatnya, petugas
menghadapi kendala saat mencari dokumen yang diperlukan. (Axela & Fenando,
2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Nindi, A. M & M. Kadafi (2023) yang berjudul
“Analisis Penggunaan Record Center Dalam Pengelolaan Arsip Pada Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Selatan”, ditemukan bahwa pengarsipan di DPRD Provinsi
Sumatera Selatan salah satu tantangan utama adalah kurangnya tenaga profesional
yang memiliki keahlian khusus dalam pengelolaan arsip. Hal ini berarti bahwa tidak
ada sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam tentang praktik-

praktik modern dalam pengelolaan arsip yang efisien. Akibatnya, proses pengelolaan



arsip menjadi lebih lama, arsip bisa menumpuk, dan risiko kerusakan arsip meningkat.
Bahkan dalam kondisi yang paling tidak diharapkan, penumpukan arsip yang tidak
tertata dapat menyulitkan proses pencarian saat arsip tersebut dibutuhkan. Di samping
itu, kapasitas ruang penyimpanan yang ada saat ini belum memadai untuk menampung
seluruh arsip yang telah dihimpun. Faktor ini dapat mengakibatkan penumpukan arsip
yang berlebihan, menyulitkan pencarian, dan bahkan mengancam integritas fisik arsip.
Kendala lainnya terkait dengan fasilitas, peralatan, dan teknologi yang terbatas.
Keterbatasan ini dapat menghambat upaya penyimpanan, pemeliharaan, dan
pencarian arsip dengan efisien. Selain itu, tidak adanya sistem keamanan yang
memadai juga menjadi masalah, mengingat arsip-arsip tersebut memerlukan
perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan yang tidak diinginkan (Marnanda
& Kadafi, 2023).

Berdasarkan pengamatan langsung penulis selama penelitian di Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan informasi dari pegawai, pengelolaan arsip Surat
Perintah Tugas (SPT) untuk Tamu Kunjungan Kerja di Bagian Humas masih
menghadapi beberapa kendala yang mengakibatkan sistem kearsipan kurang optimal.
Permasalahan pertama yang dihadapi adalah, kurangnya sumber daya manusia yang
memiliki kompetensi dalam pengelolaan arsip. Idealnya, tugas ini ditangani oleh
arsiparis yang memiliki keahlian khusus, namun dalam praktiknya, pegawai yang
bertanggung jawab atas arsip SPT Tamu Kunjungan Kerja belum memiliki latar
belakang pendidikan atau pelatihan formal di bidang kearsipan. Keterbatasan jumlah
pegawai yang secara khusus memiliki kompetensi dalam bidang kearsipan
mengakibatkan kurang optimalnya proses pencatatan, penyimpanan, dan pemeliharaan

dokumen. Kemudian, kurangnya kesadaran akan pentingnya arsip. Sebagian pegawai
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mungkin menganggap pengarsipan sebagai tugas administratif yang kurang prioritas.
Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan arsip tidak dikelola dengan baik,
tidak terdokumentasi dengan rapi, dan akhirnya sulit ditemukan ketika dibutuhkan.
Organisasi sangat membutuhkan sistem pengelolaan arsip yang akurat dan tertata
guna mendukung kelancaran administrasi serta meningkatkan profesionalisme kerja.
Oleh karena itu, dibutuhkan pegawai yang memiliki keahlian dan pemahaman dalam
bidang kearsipan, termasuk melalui pelatihan khusus. Keberhasilan individu dalam
bekerja turut ditentukan oleh sistem kerja yang diterapkan dalam organisasi, latar
belakang pendidikan, serta kompetensi profesional yang dimiliki. Mengacu pada
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, setiap instansi pemerintah
diwajibkan memiliki tenaga arsiparis yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan
dokumen. Oleh karena itu, pegawai yang bertugas dalam pengarsipan perlu dibekali
dengan sertifikasi atau pelatihan resmi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala
ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis. Di samping itu,
peningkatan kesadaran pegawai akan pentingnya pengelolaan arsip juga perlu
didorong melalui sosialisasi dan penguatan kebijakan internal, sejalan dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 sebagai pelaksanaan
dari UU Nomor 43 Tahun 2009.

Permasalahan kedua, berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
pengarsipan yang belum diterapkan secara optimal. Terdapat beberapa permasalahan
yang berkaitan dengan penerapan SOP, antara lain; keterlambatan dalam pengarsipan,
arsip SPT Tamu Kunjungan Kerja sering kali tidak segera diarsipkan setelah proses
administrasi selesai yang menyebabkan dokumen bertumpuk dan tidak tersusun

dengan baik; penyimpanan yang tidak sesuai standar, masih sering ditemukan
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pengarsipan yang tidak sistematis, seperti dokumen yang tercampur antara satu
dengan lainnya, tidak diberi label yang jelas, atau tidak ditempatkan sesuai urutan
yang benar; kesulitan dalam menemukan arsip, akibat dari penyimpanan yang tidak
sesuai standar, pencarian arsip menjadi memakan waktu lama. Ketika dokumen
tertentu dibutuhkan, pegawai harus mencari secara manual dari tumpukan arsip yang
tidak tertata, sehingga menghambat proses administrasi dan pelayanan. Berdasarkan
Peraturan Kepala ANRI Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip
Dinamis, setiap dokumen harus segera diarsipkan setelah diterbitkan sesuai dengan
prinsip asas kesegeraan dalam pengelolaan arsip dinamis. Selain itu dalam
pengarsipan yang ideal, setiap dokumen harus dikelompokkan berdasarkan kategori
tertentu. Dokumen harus diklasifikasikan dengan sistem yang jelas berdasarkan jenis,
tahun, nomor urut, dan unit pengelola. Kemudian, untuk mempermudah pencarian,
arsip harus diberi indeks dan label yang sesuai. Pengarsipan surat juga diaturdengan
dasar hukum yang kuat, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 mengenai
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan. Dasar hukum ini memastikan bahwa
pengarsipan surat dilakukan dengan cara yang sistematis dan terstruktur, serta
memungkinkan pengarsipan surat untuk menjadi sumber informasi yang penting dan
membantu dalam pengambilan keputusan. Dengan penerapan SOP yang jelas, arsip
dapat lebih mudah ditemukan dan dikelola dengan efisien.

Permasalahan ketiga, adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang
mendukung pengelolaan arsip. Ruang penyimpanan arsip sering kali tidak mencukupi
untuk menampung seluruh dokumen yang terus bertambah setiap tahunnya. Lemari
arsip yang tersedia sudah penuh, sehingga SPT Tamu Kunjungan Kerja yang baru

terpaksa disimpan secara tidak teratur di tempat lain seperti di bawah meja di mana
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tidak sesuai dengan standar penyimpanan arsip. Selain itu, sistem digitalisasi arsip di
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan belum diterapkan. Dokumen masih
disimpan dalam bentuk fisik, sehingga rentan terhadap risiko kerusakan akibat faktor
lingkungan (seperti kelembaban atau bencana) maupun kehilangan akibat human
error. Kurangnya dukungan teknologi dalam sistem pengarsipan juga menyebabkan
proses penyimpanan dan pencarian dokumen menjadi lebih lambat. Ruang
penyimpanan arsip idealnya dilengkapi dengan fasilitas yang memenuhi standar
sarana dan prasarana kearsipan, seperti lemari arsip yang tahan terhadap api dan
kelembaban guna menjaga keutuhan dokumen. Selain itu, implementasi sistem
digitalisasi arsip perlu dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan ANRI Nomor
2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Elektronik, yang mencakup aspek-
aspek penting seperti keamanan data, metadata, serta format dokumen. Penerapan
digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses pencarian arsip, tetapi juga
meminimalkan risiko kerusakan atau kehilangan arsip fisik. Pemeliharaan arsip pun
harus dilakukan secara rutin agar dokumen tetap terjaga dari kerusakan yang
disebabkan oleh kondisi lingkungan.

Permasalahan tersebut berpotensi mengganggu efektivitas dan efisiensi proses
administrasi di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu,
hal ini dapat mengakibatkan ketidaktepatan dalam pencatatan laporan kehadiran, yang
berdampak pada proses pemantauan serta evaluasi terhadap kegiatan Kunjungan
Kerja. Dampak lanjutan juga dirasakan oleh Bagian Humas, yang memiliki peran
penting sebagai jembatan komunikasi antara DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan
masyarakat, serta dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Kunjungan Kerja yang

merupakan bagian integral dari tugas legislasi. Dengan menerapkan standar yang telah
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diatur dalam berbagai peraturan dan pedoman kearsipan nasional, pengelolaan arsip
Surat Perintah Tugas (SPT) Tamu Kunjungan Kerja di Bagian Humas Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat ditingkatkan secara signifikan. Peningkatan
kompetensi SDM, penerapan SOP yang tegas, serta penyediaan fasilitas yang
memadai akan menjamin pengelolaan arsip berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

Pengarsipan yang baik akan memastikan semua dokumen ini dapat dengan
mudah diakses ketika dibutunkan dan terhindar dari potensi kehilangan atau
kerusakan. Selain itu, pengarsipan yang rapi dan terorganisir juga mendukung proses
audit dan evaluasi yang transparan, yang sangat diperlukan dalam pemerintahan yang
bersih dan akuntabel. Pengarsipan dokumen yang teratur dan sistematis menjadi kunci
dalam memastikan kelancaran kegiatan administratif yang terkait dengan tugas
DPRD. Pengarsipan yang efektif akan mempermudah proses pencarian informasi
yang dibutuhkan, meningkatkan efisiensi kerja, serta mendukung transparansi dan
akuntabilitas lembaga dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Namun, pengarsipan
yang tidak tertata dengan baik dapat menghambat akses informasi yang diperlukan,
meningkatkan risiko kehilangan dokumen, dan menyebabkan ketidakefisienan dalam
pengelolaan administrasi.

Untuk menjaga relevansi dan kedalaman analisis, penelitian ini hanya akan
membahas Surat Perintah Tugas (SPT) dari Tamu Kunjungan Kerja yang datang ke
DPRD Provinsi Sumatera Selatan selama periode tahun 2024. Batasan ini ditetapkan
untuk memastikan data yang dikumpulkan tetap terkini dan sesuai dengan kebijakan
serta sistem pengarsipan yang berlaku dalam kurun waktu tersebut. Selain itu,

pemilihan periode tahun 2024 juga memungkinkan analisis terhadap efektivitas
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pengelolaan arsip Surat Perintah Tugas (SPT) dari Tamu Kunjungan Kerja
berdasarkan prosedur terbaru yang diterapkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi
Sumatera Selatan. Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan penelitian dapat
memberikan hasil yang lebih spesifik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan kondisi terkini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian yang berfokus pada Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Arsip
di Bagian Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan terkait Pengarsipan
Surat Perintah Tugas (SPT) Tamu Kunjungan Kerja di Sekretariat DPRD Provinsi
Sumatera Selatan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi Rumusan
Masalah yang akan dikaji dalam Penelitian ini yaitu “Bagaimana Efektivitas
Pengelolaan Arsip Di Bagian Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan
(Studi Kasus Pengarsipan Surat Perintah Tugas (SPT) Tamu Kunjungan Kerja Di
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan)?”’

1.3.  Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai
dari penelitian ini adalah untuk “Mengetahui Efektivitas Pengelolaan Arsip Di Bagian
Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Pengarsipan Surat
Perintah Tugas (SPT) Tamu Kunjungan Kerja Di Sekretariat DPRD Provinsi

Sumatera Selatan.”
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1.4.

Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
1.4.1. Manfaat Teoritis

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan
menambah pengetahuan di bidang llmu Administrasi Publik, khususnya terkait
dengan praktik pengelolaan arsip di Bagian Humas Sekretariat DPRD Provinsi
Sumatera Selatan, terutama dalam hal pengarsipan Surat Perintah Tugas (SPT)

untuk Tamu Kunjungan Kerja.

1.4.2. Manfaat Praktis
Adapun hasil penelitian dapat memberikan manfaat praktis, sebagai berikut:

a. Sebagai sarana untuk melatih kemampuan berpikir kritis melalui
penyusunan karya ilmiah, serta mengembangkan keterampilan
penulis dalam menerapkan dan memperdalam pemahaman di
bidang llmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan
dengan aspek pengelolaan kearsipan.

b. Sebagai masukan bagi pemerintah di instansi khususnya di Kantor
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, mengenai
Pengelolaan Arsip Di Bagian Humas khususnya Pengarsipan Surat
Perintah Tugas (SPT) Tamu Kunjungan Kerja.

c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan
memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian selanjutnya di

masa depan.
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